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Beberapa Masalah Hukum
Perdata Internasional
Timbul Dari Bank Asing
Di Indonesia

Oleh: Felix Oentoeng Soebagjo

Dengan dikeluarkannya “Undang Undang Tentang Penanaman Modal
Asing” (UUPMA)!), vang kemudian diterapkan lebih lanjut dengan
“Undang Undang Tentang Pokok Pokok Perbankan'2), muncullah angin
baru dan merupzkan kehidupan baru bagi Bank-bank Asing di Indonesia.
Dengan munculnya Bank-bank Asing itu jelas akan mengakibatkan
persoalan persoalan Hukum Perdata Internasional (disingkat dengan HPI)
Indonesia lebih berkembang.

Apakah dengan hanya mengatakan adanya “Bank Asing” di Indonesia,
dengan sendirinya akan menimbulkan persoalan Hukum Perdata Interna-
sional? Lebih-lebih kita sama-sama menyetujui bahwa untuk adanya
masalah Hukum Perdata Internasional, diperlukan adanya “unsur asing’3),
atau “anasir asing”®)  atau “foreign element”5).

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah
memberikan kredit dan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran.6) Bank
asing, merupakan satu jenis dar bank-bank yang beroperasi di Indonesia,
dilihat dari segi yang mengusahakan’/) dan dari segi nasionalitas atau
kebangsaan8).

Dengan Bank Asing di Indonesia dimaksudkan ialah: Bank yang
diusahakan oleh orang asing atau oleh badan hukum asing atau oleh
pemerintah asing di Indonesia®). Dan Bank Asing itu hanya boleh bergerak
dengan memenuhi sarat-sarat:

(a) Merupakan satu cabang dari Bank dari negara asalnya, atau

(b) Merupakan kerja sama atau "Joint venture” antara Bank Asing
dengan Bank nasional dalam suatu badan hukum Perseroan
Terbatas (P.T.), menurut hukum Indonesial0).

Kemudian beberapa hal yang erat hubungannya dengan dunia perbankan

yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dapat kita sebutkan
berturut-turut dibawah ini.

1. BIDANG USAHA.

Menurut Undang Undang No. 14 tahun 1967 (Tentang Pokok-Pokok
Perbankan), Bank Asing hanya diperkenankan menjalankan usahanya di
Indonesia dibidang Bank Umum dan Bank Pembangunan!1). Sebagai yang
dimaksud oleh undang-undang tersebut, dengan mengutamakan kegiatan-
-kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan kepentingan
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Nasional pada umumnya. Dengan perkataan lain, bentuk Bank Koperasi,
Bank Tabungan dan jenis-jenis bank lainnya tertutup bagi usaha Bank
Asing.

Sebagai Bank Umum Asing maka berlaku pula ketentuan-ketentuan
yang mengatur tentang usaha-usaha dari Bank Umum, yaitu pasal-pasal 23,
24 dan 25 Undang-Undang No. 14 tahun 1967, yang antara lain
pokok-pokoknya adalah:

(a) Bank Umum memindahkan uvang baik dengan pemberitahuan
secara telegram, dengan surat ataupun dengan memberi kan wesel
tunjuk diantara sesama kantornya,

(b) Bank Umum menerima dan membayarkan kembali rekening
koran, menjalankan perintah atas pemindahan uang,

(c) Membeli dan menjual cek,

(d) Memberikan jaminan bank,

(e) Menyewakan tempat untuk barang-tarang berharga.

Disamping tugas-tugas Bank sebagai telah ditetapkan oleh Undang-
Undang No. 14 tahun 1967, Bank Umum dapat memberikan kredit
kepada:

(a) Usaha-usaha dalam bidang: (1) Perdagangan internasional, (2)
industri dan produksi, (3) bidang-bidang usaha dimana dimungkin-
kan bagi penanaman modal asing, (4) usaha usaha dalam bidang
lainnya sejauh dalam bidang vang bersangkutan masih diperlukan
akan tetapi kebutuhan itu tidak atau kurang dipenuhi oleh Bank
Nasional.

(b) Warga dari negara asal Bank Asing itul2).

Sedangkan bagi Bank Pembangunan Asing, akan berlaku segala kegiatan
dari pasal-pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 14 tahun 1967 (tentang
Pokok-Pokok Perbankan)l3), yang merupakan ketentuan yang mengatur
usaha-usaha Bank Pembangunan, dimana antara lain:

(a) Terutama memberikan kredit jangka menengah/jangka panjang,
(b) Namun diperkenankan pula memberikan simpanan gironya untuk
pemberian kredit jangka pendek!4).

Dilihat dari segi usaha Bank Asing itu saja ada beberapa hal yang
mungkin timbul, yang dalam hubungannya dengan Hukum Perdata
Internasional, adalah:

(2) Mungkin tidak akan menimbulkan persoalan Hukum Perdata
Internasional (HPI). Misalnya dalam hal Bank Asing itu sendiri
tunduk pada Hukum Jepang, memberikan kredit kepada seorang
warga negaranya yang kini tinggal (menetap) di Jakarta. Disini
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baik pihak perbankan maupun nasabah adalah sama-sama tunduk
pada hukum Jepang. Jadi jelas tidak ada masalah HPI.
(b) Mungkin juga dan pasti akan menimbulkan persoalan HPI. Karena
dalam praktek Bank tidak mungkin hidup dengan seseorang
. nasabah saja. Bank akan berhadapan sedemikian banyak nasabah
yang mungkin mempunyai kewarganegaraaan yang berbeda sc-
hingga tunduk pada hukum yang berbeda pula. Akibatnya
timbullah HPI.

Bank Asing sering-seringjuga harus bekerja sama dengan Bank-bank
dinegara lain yang tunduk pada hukum yang berbeda, dan kadangkala
harus tersangkut didalamnya pihak-pihak lain.

Sebagai suatu contoh dapat disebutkan suatu “perdagangan interna-
sional”. Dalam suatu perdagangan internasional kecuali tersangkut pihak
penjual, pembeli dan Bank, peranan pengangkut dan asuransi adalah sangat
besar, sehingga dalam beberapa hal seperti dalam penunjukkan sebagai
“sole impprter” sekaligus telah ditetapkan pihak pengangkut/asuransi yang
akan menangani pengangkutan antara siimportir dan suppIieriS). Oleh
karenanya datam setiap pembukaan L/C (Letter of Credit, yaitu suatu
sistim pembayaran yang kini umum dipergunakan dalam transaksi inter-
nasional) akan selalu tersangkut pihak penjual, pembeli, Bank Pembuka,
Bank Pembayar, pengangkut dan pihak asurador yang mungkin masing-
masing tunduk pada hukum yang berbeda.

Juga dalam hal Bank Asing di Indonesia (yang merupakan cabang dari
Bank Asing diluar negeri) memberikan kredit kepada warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia, timbullah persoalan HPI. Usaha
usaha yang lain demikian juga.

Hukum manakah yang akan berlaku dalam hal ini? Inilah pertanyaan
yang sebenarnya merupakan inti pokok dari setiap persoalan HPI, yaitu
menentukan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan
hukum bagi suatu masalah.

Disini lazimnya Bank-bank itu telah mempergunakan formulir standar
tertentu yang mencantumkan Klausula penunjukkan hukum secara tegas
Dan hukum dari negara dimana Kantor Pusat dari Bank Asing itu terletak
diperlakukan dalam perjanjian perjanjian dengan para nasabahnyal 6). Jelas
disini ada pembatasan pembatasan yang tak mungkin dapat dielakkan,
seperti antara lain pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam per-
aturan devisa, dalam peraturan ekspor impor.

Bagaimana bila Bank-bank itu tidak telah menggunakan formulir-formu-
lir tertentu? Hukum manakah yang akan berlaku? Disini akan berlakulah

hukum dari negara dimana suatu Bank (kantor cabang Bank) berada 17).

Masalah “jaminan” yang sangat penting dalam dunia perbankan, dapat
menimbulkan persoalan HPI. Dan dalam hal ini, azas “lex rei sifae” akan
menentukan hukum manakah yang berlaku, Artinya terhadap benda-benda
yang dijadikan jaminan (baik benda berzerak maupun tidak bergerak) akan
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berlaku hukum dari negara dimana benda-benda yang dijadikan jaminan
tersebut terletak18). '

2. DILIHAT DARI SEGI TENAGA KERJA.
_ _Mengenai masalah tenaga kerja bagi Bank Asing di Indonesia, dalam

Peraturan Pemerintah (P.P.) No. 3 tahun 1968, ditetapkan bahwa:

(a) Sedapat mungkin Bank Asing di Indonesia menggunakan tenaga-
tenaga warga negara Indonesia sepanjang tenaga tenaga ini
terdapat di Indonesia.

(b) Anggauta-anggauta pimpinan Bank harus mempunyai sarat-sarat
keahlian dan mempunyai ahlak serta moral yang baik.

(c) Bank Asing berkewajiban menyelenggarakan fasilitas-fasilitas latih-
an dan pendidikan didalam atau diluar negeri secara teratur dan
terarah bagi tenaga-tenaga kerja di Indonesial9).

Dengan terdapatnya tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja Asing,
akan menimbulkan masalah Hukum Perdata Intemasional. Dan khusus
untuk perjanjian kerja akan berlakulah hukum dar negara dimana
pekerjaan tersebut harus dilaksanakan, azas mana terkenal dengan azas
“lex loci solutions’’20). Jadi andaikata dalam perjanjian kerja antara Bank
Asing (misal Bank Asing itu adalah Bank of America) dengan buruh dari
Indonesia, dinyatakan bahwa untuk perjanjian kerja mereka akan berlaku
hukum America (yang dimaksudkan disini adalah hukum dari negara
bagian California, yaitu dimana terletak Kantor pusat dari Bank of
America), maka perjanjian yang demikian harus dinyatakan batal oleh
pengadilan. Dan tetap untuk perjanjian kerja mereka harus diperlakukan
Hukum Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah hukum Indonesia yang
mana? Hukum Indonesia disini adalah peraturan-peraturan mengenai
perburuhan (hukum perburuhan) yang berlaku di Indonesia yang sebagai-
mana kita ketahui belum ada kesatuan hukum. Jadi misalnya untuk
hubungan kerja dapat kita lihat Buku III Titel 7A Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer), mengenai penghentian buruh harus memper-
hatikan Undang Undang No. 22 tahun 1957 (tentang Penyelesaian
Perburuhan), mengenai kesehatan kerja akan berlaku Undang Undang No.
12 tahun 1948, untuk keselamatan kerja Undang undang No. 1 tahun
1970.

3. MASALAH MODAL.
Bagi Bank Asing (campuran), mengenai masalah modal telah ditetapkan

sebagai berikut:
(a) BAGI BANK UMUM ASING:

— Pihak Bank Asing sebagai peserta diwajibkan memasukkan se-
kurang-kurangnya § 500.000. yang nilai lawan dalam rupiah akan
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merupakan modal yang dibayar,

— Dari jumlah tersebut 50% harus sudah dimasukkan kerekening
dana devisa pada saat pemberian ijin usaha dari Bank Asing itu,
sedangkan sisanya harus sudah dimasukkan selambat-lambatnya 1
tahun terhitung sejak tanggal pemberian usahanya.

— Bank Nasional peserta, wajib menyetor sekurang-kurangnya 40%
dari jumlah nilai lawan rupiah dari jumlah valuta asing yang
dimasukkan kerekening dana devisa.

—  Dari jumlah tersebut 50% harus sudah disetor pada saat pemberian
ijin usaha dan sisanya disetor paling lambat 1 tahun sejak tanggal
pemberian iiin usaha.

(b) BAGI BANK PEMBANGUNAN ASING.

— Pihak Bank Asing sebagai peserta diwajibkan memasukkan
rekening dana devisa sekurang-kurangnya $ 1.000.000. yang nilai
lawannya dalam rupiah merupakan modal yang dibayar.

— Dar jumlah tersebut 50% harus sudah dimasukkan kerekening
dana devisa pada saat pemberian ijin usaha dan sisanya harus
sudah disetor dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pemberi-
an ijin usaha.

~ — Bank Nasional diwajibkan menyetor 40% dar jumlah ini (dari
jumlah nilai lawan dalam rupiah dad jumlah valuta asing yang
dimasukkan kerekening dana devisa oleh pihak lawan).

— Dad jum]ah tersebut 50% harus sudah disetor pada saat pemberian
ijin usaha dan sisanya pahng lambat dalam waktu 1 tahun sejak
tanggal pemberian ijin usaha21

Bagaimana bila kemudian timbul sengketz antara pihak Nasional dan
pihak Asing? Hukum manakah yang akan dipergunakan?

Menurut pendapat umum suatu kontrak antara suatu negara dengan
seorang warga negara asing terutama dikuasai oleh hukum Nasional yang
bersangkutan22). Maka dalam hal ini akan dipergunakan hukum Nasional,
yaitu hukum Indonesia, dengan tak mengurangi kemungkinan akan
dibawanya persoalan itu ke badan perwasitan23)

4. HUBUNGAN ANTARA BANK ASING DENGAN BANK INDONESIA
SEBAGAI BANK SENTRAL, BANK SIRKULASI DAN BANK PENGA-
WA S E R SRR SU N S i e R bl T F R 1 e

Dibawah Undang-undang No. 14 tahun 1967 (tentang Pokok-Pokok
Perbankan) dan Undeng-Undang No. 13 tahun 1968 (tentang Bank
Sentral), maka Bank Indonesia disamping tugasnya sebagai Bank Sentral,
dan Bank Sirkulasi juga sebagai Bank Pengawas, yang mengawasi dan
membina Bank-bank, baik Bank Pemerintah, Bank Swasta, Bank Koperasi
termasuk Bank Asing24). !
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Dilihat dari kedudukannya maka dalam hal terjadi sengketa antara Bank
Asing dengan Bank Indonesia, akan diperlakukan hukum dari Bank
Indonesia, yaitu "hukum di Indonesia”, yang mungkin Hukum Barat
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang . atau peraturan-peraturan yang lain), Hukum Nasional (yang
merupakan produk Nasional) dan Hukum Internasional (sebagai hasil
perjanjian, konvensi Internasional).

5. MASALAH NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pemerintah tidak akan mengadakan tindakan nasionalisasi (pencabutan
hak milik sccara keseluruhan) atas perusahaan modal asing atau tindakan-
tindakan yang mengurangi atau mengurus perusahaan tersebut, kecuali jika
dengan Undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki
demikian.25

Apabila diadakan tindakan nasionalisasi seperti tersebut diatas, maka
pemerintah wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi yang jumlah,
macam dan cara pembayarannya di setujui oleh kedua belah pihak sesuai
dengan azas Hukum Internasional yang berlaku. Bagaimana bila tidak
terdapat kesepakatan mengenai jumlah, macam dan cara pembayarannya?
Disinilali muncul persoalan HPI.

Pasai 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1967, menyebutkan: "Bila tidak
terdapat kesepakatan antara para pihak mengenai jumlah, macam dan cara
pembayaran kompensasi, maka akan diadakan arbitrasi (perwasitan) yang
putusannya mengikat kedua belah pihak. Badan perwasitan ini akan terdiri
dari 3 orang yang dipilih oleh Pemerintzh dan pemilik modal masing-
masing 1 orang, dan orang ketiga sebagai ketua dipilih bersama oleh
pemerintah dan pemilik modal asing itu.

Kelihatan disini bahwa piithan hukum merupakan Titik Pertalian
Sekundair, yaitu yang akan menentukan hukum yang berlaku bagi
sengketa diantara mereka.
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